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ABSTRACT
Laporan kerja praktik (LKP) bertujuan untuk mengetahui prosedur pertanggungjawaban  keuangan desa. Laporan kerja praktik
merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang telah menyelesaikan
praktik kerja lapangan selama dua bulan di BPKP Perwakilan Aceh dan telah mendapatkan bimbingan dari dosen Pembimbing guna
memperoleh gelar Ahli Madya. BPKP Perwakilan Aceh berkedudukan di Ibu Kota Banda Aceh, jalan Tgk, Panglima Nyak Makam,
Banda Aceh 23118, Telp. (0651)28133, 28134, dan 28183, Faks 28173.
BPKP dan aparat pemerintah daerah. kabupaten/kota bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bagi aparatur pemerintah desa
dalam  pengelolaan keuangan desa, dan meningkatkan tata kelola desa dan kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan disajikan
sebagai pertanggungjawaban keuangan desa.
Pertanggungjawaban keuangan desa terdiri dari beberapa tahap yaitu perencanaan  keuangan desa, penganggaran keuangan desa,
penatausahaan keuangan desa, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Pertanggungjawaban keuangan desa merupakan bagian akhir dari siklus pengelolaan keuangan desa, selain perencanaan,
pelaksanaan dan penatausahaan. Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan dalam melaksanakan tugas,
kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan
yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. 
